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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ntuk mengetahui penerapan unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 

4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada 

Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp, untuk 

mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa sebagai pelaku tidak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui 

media sosial Pada Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN 

Clp. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Clinical Legal Research yaitu 

untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalan data sekunder yang bersumber pada : 

Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku Literatur, Putusan Pengadilan Negri 

cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. Data dianalisis secra normatif kualitatif 

yakni penjabaran dan pembahasan berdasarkan doktrin hukum, khususnya hukum 

pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa penerapan unsur-unsur pasal 29 

Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp telah 

sesuai dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang 

didakwakan yakni : Unsur Setiap Orang, Unsur Yang memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. 

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

sebagai pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi melalui media sosial pada 

Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp berdasarkan  

 

 

pertimbangan yuridis dan sosiologis adalah telah sesuai 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to find out the application of the elements in Article 

29 in conjunction with Article 4 Paragraph (1) Law Number 44 of 2008 concerning 

Pornography in the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN 

Clp, to find out the basis for the judge's legal considerations in imposing a sentence 

on the defendant as an innocent perpetrator of distributing pornographic content 

through social media In the Cilacap District Court Decision Number 

258/Pid.Sus/2021/PN Clp. The research specification used is Clinical Legal 

Research, namely to find the law in abstracto in cases in concreto. The data needed 

in this research is secondary data which originates from: Legislation, Literature 

Books, Decision of the Cilacap District Court Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. 

The data were analyzed qualitatively normatively, namely the elaboration and 

discussion based on legal doctrine, especially criminal law. Based on the results of 

the research and analysis of the application of the elements of article 29 in 

conjunction with Article 4 Paragraph (1) Law Number 44 of 2008 concerning 

Pornography in the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN 

Clp is appropriate where the defendant's actions fulfill the elements -The elements 

of the article indicted are: Everyone's element, the element that produces, makes, 

reproduces, distributes, broadcasts, imports, exports, offers, trades, rents or 

provides pornography. The basis for the judge's legal considerations in imposing a 

sentence on the defendant as the perpetrator who disseminated pornographic 

content through social media in the Cilacap District Court Decision Number 

258/Pid.Sus/2021/PN Clp based on juridical and sociological considerations is in 

accordance 

Keywords: Crime, Pornography, Social Media 
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